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Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau
kebijakan yang dilakukan oleh Pegjabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada
permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang K eterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenal
masalah Keterbukaan Informas publik dalam pelaksanaannya seringkali bertolak belakang dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/K epala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997, dimana di dalam peraturan Menteri Agraria dimaksud diatur mengenai pembatasan-
pembatasan dalam memberikan permohonan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan
pengaturan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam UU KIP. Sehingga masyarakat menjadi tidak
serta merta bisa mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan
dari masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN di Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dari permasalahan tersebut, adanya upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas sebuah penolakan
permohonan Informasi Publik pada Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini adalah penelitian lapangan
(<em>field research</em>). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan
data sekunder.

...... Every citizen in essence has the right to be able to know about all activities or policies carried out by
Public Officials. The right to obtain public information is often problematic, both in terms of regulations and
the behaviour of PPID officers who do not support it. Law Number 14 of 2008 concerning the Law on
Public Information Disclosure which regulates the issue of Public Disclosure in its implementation often
contradicts the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National
Land Agency of the Republic of Indonesia concerning the Second Amendment to the Regulation of the
Minister of Agrarian Affairs/Head National Land Agency Number 3 of 1997, in which the Minister of
Agrarian regulation referred to regulates restrictions on granting requests for information on land data which
are often not in line with the provisions on public disclosure regulated in UU KIP. So that the public will not
necessarily be able to obtain land data information which will eventually lead to alawsuit from the public
against the ATR/BPN Ministry at the Information Commission and the State Administrative Court. From
these problems, there is an effort to protect the law for the community regarding arejection of arequest for
Public Information at the Ministry of ATR/BPN. Thisresearch isafield research (field research). Thetype
of data used in this research isthe type of primary data and secondary data.
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